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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   40  TAHUN   2021      

TENTANG  

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA 

PERDAGANGAN BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH 

DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA YANG DIDANAI 

MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan kesempatan berusaha 

dan meningkatkan daya saing produk lokal yang 

potensial, perlu dilakukan pembangunan sarana 

perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan 

daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata 

yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan 

tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota 
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dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

Berupa Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah dan 

Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang Didanai 

melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2021; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6570); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6641); 

14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ 

PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/ 

2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA 

DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN 

BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH 

DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA 

YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 

kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi 

kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari 

pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.  

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan  

undang-undang.  

3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah 

usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan 

sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, 

dan ekonomi atas sarana perdagangan.  

4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang 

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai 

dasar bagi gubernur atau bupati/wali kota yang 

menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan 

kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 

pusat jajanan kuliner dan cenderamata yang didanai 

melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 

2021.  

(2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 
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pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:  

a. meningkatkan kesempatan berusaha;  

b. meningkatkan sarana pemasaran produk dalam 

negeri; 

c. mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah; 

d. meningkatkan daya saing produk lokal yang 

potensial; dan 

e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan 

terhadap perekonomian daerah.  

 

Pasal 3 

(1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali 

kota untuk melaksanakan kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa 

pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat 

jajanan kuliner dan cenderamata yang didanai dengan 

Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021. 

(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab 

penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.  

(3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan 

daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dipindahtugaskan kepada pihak lain. 

(4) Penugasan Menteri kepada gubernur atau bupati/wali 

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam bentuk daftar penugasan gubernur atau atau 

bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa 

pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat 

jajanan kuliner dan cenderamata yang didanai melalui 

dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tahun anggaran 2021 tercantum dalam 
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Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

(1) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 menyampaikan usulan pejabat pengelola 

keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan berupa pusat promosi produk unggulan 

daerah dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata 

kepada Menteri.  

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan 

kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 

pusat jajanan kuliner dan cenderamata. 

(3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola 

keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada 

gubernur atau bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat 

pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam 

rangka percepatan pelaksanaan anggaran 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa 

pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat 

jajanan kuliner dan cenderamata. 

(4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menyampaikan setiap penggantian pejabat 

pengelola keuangan kepada Menteri. 

(5) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan 

kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 

pusat jajanan kuliner dan cenderamata, berkewajiban: 

a. melaksanakan tugas kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 

pusat jajanan kuliner dan cenderamata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan 

sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 

1 (satu) tahun anggaran; 
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b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk 

mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan 

yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;  

c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil 

kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan berupa pusat promosi produk 

unggulan daerah dan pusat jajanan kuliner dan 

cenderamata dapat memberikan dampak 

peningkatan kinerja; 

d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 

pusat jajanan kuliner dan cenderamata setelah 

kegiatan pembangunan selesai; dan 

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa pusat promosi produk unggulan daerah dan 

pusat jajanan kuliner dan cenderamata kepada 

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa 

pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat 

jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, pembangunan 

dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai 

proses hibah kepada pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota. 

(2) Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber 

pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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 Pasal 6 

Gubernur atau bupati/wali kota sebelum melaksanakan 

kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, 

wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juni 2021 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD LUTFI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2021 

 

KEPALA BADAN  

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 754 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan 

 



LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM 

RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA 

PERDAGANGAN BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN 

DAERAH DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA 

YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 

ANGGARAN 2021 

 

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM 

RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA 

PERDAGANGAN BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH 

DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA YANG DIDANAI 

MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH 

NO PENERIMA TUGAS LOKASI 

1. Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar 

 

PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA 

NO PENERIMA TUGAS DESTINASI WISATA 

Provinsi Jawa Timur 

1. Kabupaten Pasuruan  Bromo 

Provinsi Sumatera Utara 

2. Kabupaten Samosir Danau Toba 
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NO PENERIMA TUGAS DESTINASI WISATA 

Provinsi Sulawesi Utara 

3. Kabupaten Minahasa Utara Likupang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

4. Kabupaten Lombok Tengah Mandalika 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 

5. Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo 

Provinsi Bangka Belitung 

6. Kabupaten Belitung Tanjung Kelayang 

Provinsi Banten 

7. Kabupaten Pandeglang Tanjung Lesung 

Provinsi Sulawesi Tengah 

8.  Kabupaten Wakatobi Wakatobi 

Provinsi Maluku 

9. 
Kabupaten Kepulauan 

Morotai 
Kepulauan Morotai 

 
 
 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD LUTFI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

        Sekretariat Jenderal 

    Kementerian Perdagangan 

 



 

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR    40   TAHUN 2021 

TENTANG 

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM 

RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI 

SARANA PERDAGANGAN BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK 

UNGGULAN DAERAH DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN 

CENDERAMATA YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS 

PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ............., Saya 

............., selaku Gubernur atau Bupati/Wali Kota ............., dengan ini 

menyatakan sebagai berikut: 

1. siap melaksanakan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa 

Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah/Pusat Jajanan Kuliner dan 

Cenderamata yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan dan selesai 

sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2021; 

2. bersedia tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme 

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa 

Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah/Pusat Jajanan Kuliner dan 

Cenderamata yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 

Anggaran 2021; 

3. memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang 

berada di bawah pengawasan saya; 

4. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas 

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa 

Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah/Pusat Jajanan Kuliner dan 

Cenderamata yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 

Anggaran 2021 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;  

5. melaporkan perkembangan Pembangunan Pusat Promosi Produk Unggulan 

Daerah/Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata secara berkala baik aspek 

administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya kepada Menteri  
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sesuai ketentuan; 

6. pembangunan Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah/Pusat Jajanan 

Kuliner dan Cenderamata dilaksanakan paling lambat dalam 1 (satu) 

tahun anggaran dan langsung dimanfaatkan sesuai peruntukannya; 

7. dalam hal pembangunan Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah/Pusat 

Jajanan Kuliner dan Cenderamata tidak dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, maka selanjutnya pembangunan 

akan dilanjutkan oleh saya selaku Gubernur atau Bupati/Wali Kota.….. 

setelah proses hibah dilakukan; dan 

8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap 

mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. 

 

 

Mengetahui 

Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri 

Kementerian Perdagangan, 

 

 

 

(………………………….) 

................, ....................... 2021 

Pembuat Pernyataan 

Gubernur atau Bupati/Wali 

Kota 

 

 

 

(..............................................) 

 

 

 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

MUHAMMAD LUTFI 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

        Sekretariat Jenderal 

    Kementerian Perdagangan 

 

 


